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BAB V2 

KESIMPULANE 

 

A. KesimpulanC 

KesimpuIan yang diambil dariRhasilEpenelitianNpengaruh Dana Perimbangan 

danNUkurannPemerintahh Daerahh terhadap KinerjaaKeuangannPemerintah 

Daerah Provinsi Banten 2012-2018 dengan PendapatannAsliiDaerah sebagai 

variabell moderasiidengan pengujiannhipotesissadalahhsebagaiiberikut : 

1.  HasiI penelitiannmenunjukan Dana Perimbangan berpengaruh negatif 

signifikan terhadappKinerjaaKeuangannPemerintah DaerahhProvinsi Banten 

2012-2018.  

2. Hasil penelitian menunjukan UkurannPemerintahhDaerah berpengaruh 

negatif signifikan terhadap KinerjaaKeuangannPemerintah DaerahhProvinsi 

Banten 2012-2018.  

3. HasiI penelitiannmenunjukannPendapatannAsliiDaerahhmampu memoderasi 

DanaaPerimbangannterhadap KinerjaaKeuangan Pemerintah Daerahh 

Provinsi Banten 2012-2018 

4. HasiI penelitiannmenunjukan PendapatannAsIi Daerahhtidak mampu 

memoderasi UkurannPemerintah Daerahhterhadap Kinerja Keuangann 

PemerintahhDaerahhProvinsi Banten 2012-2018. 
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B. Implikasi 

Adapun implikasi teoritis maupun praktis didalam peneIitian iniiadalah sebagaii 

berikutt: 

1. Teoritisss 

Secaraatteoritis, pemerintahhdaerahhharus mampu mengelola keuangan 

daerahnya sendiri karena pemerintah pusat telah memberikan hak dan 

wewenang untuk pemerintahhdaerahhdalam mengelolaakeuangan daerahnya 

sendiri sehingga pemerintahhdaerahhdapat mengeluarkan kebijakan yangg 

dapat meningkatkan kinerja keuangan daerahnya. Pemerintahan yang baik 

adalah pemerintahan yang mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri 

serta memiliki ketergantungan kepada pemerintah pusat yang rendah 

sehinggaa Kinerjaa Keuangann Pemerintahh Daerahh akann meningkatt.  

Pendapatannaslii daerahh memiliki peran untuk membiayai kebutuhan 

daerah, apabila Pendapatan Asli Daerah tinggi maka semakin meningkat 

kinerja keuangan daerahnya dan akan berimbas kepada menurunnya 

kebutuhan akan Dana Perimbangan, karena tujuan adanya Dana 

Perimbangan tersebut untuk menutupi kebutuhan dari pembiayaan daerah 

jika PendapatannAsIi Daerahh yanggditerimaatinggii maka kebutuhan akan 

Danaa Perimbangannmenurun sehingga Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah akan meningkat.  
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Menurutt Permendagrii nomorr 19 tahunn 20166 Asett milikk daerahh 

adaIah aset yangg dibeIii atauu diperolehh atass bebann APBDDatau berasaI 

darii peroIehan yangg sahh, salah satunya lewat Pendapatan Asli Daerah. 

Pendapatan tersebut dialokasikan untuk belanja daerah salah satunya untuk 

menambah nilai aset, UkurannPemerintah Daerahh pada penelitianninii 

diproksikan dengan nilai aaset. Jika nilai asett yang dimilikii olehh 

pemerintahhdaerahhbesar makaa secara teoritis akan memacu pertumbuhan 

ekonomi didaerah tersebut lewat nilai aset yang telah dimiliki. Sehingga 

dapat disimpulkan apabila pemerintah mampu mengelola asetnya dengan 

baik makaa akan meningkatkan Pendapatan AsliiDaerahh lalu kebutuhan 

akan DanaaPerimbangannsemakin rendahh karena tujuan ddari Dana 

Perimbangan untuk pembiayaan daerah maka Pendapatan Asli Daerah akan 

menutupi kebutuhan pembiayaan daerah tersebut sehingga nantinya akan 

berimplikasi kepada meningkatnya Kinerjaa Keuangann Pemerintah 

Daerah.h.  

2. Praktis 

Implikasi praktis dalammpenelitianniniiadalah pemerintah daerah 

Provinsi Banten diharapkan akan dapat mengambil keputusan untuk 

meningkatkan kinerjaakkeuangan pemerintahhdaerahnya, dikarenakan darii 

hasill penelitiannyang didapatkan rata-rata KinerjaaKeuangan Pemerintahh 

Daerah yangddihitung dengan rasioo ketergantungan ssebesar 0.6257 lebihh 

besarr dari 0.50 yang mengartikan bahwa pemerintah Provinsi Banten 2012-



71 
 

 
 

2018 masih memilikii tingkatt ketergantungann yang tinggii terhadapp 

pemerintahhppusat.SSelanjutnya hasil penelitian DanaaPerimbangann 

berpengaruhhnnegatif terhadappkKinerja KeuangannpPemerintah Daerahh 

ProvinsiibBanten 2012-2018 yang mengartikan bahwa kebutuhan akan dana 

tersebut masih tinggi di Provinsi Banten sehingga tingkat ketergantungan 

terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Seharusnya pemerintah Provinsi 

Banten dapat mengurangi kebutuhan akan dana tersebut dikarenakan 

semakin besar kebutuhan akan dana tersebut akan berimplikasi terhadap 

menurunnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan 

cara mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya salahhssatunya lewat 

pendapatannaasli daerahhuuntukkmmembiayai kebutuhan daerah tersebut. 

Lalu UkurannPemerintah Daerah yang diproksikanndengan nilai aset yang 

dimiliki oleh Provinsi Banten berpengaruh negatif terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah DaerahhProvinsi Bantenn2012-2018, salahhsatu 

faktornya adalah pemerintah Provinsi Banten belum dapat memanfaatkan 

nilai aset yang dimiliki untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Banten, seharusnya pemerintah Provinsi Banten dapat 

memanfaatkan nilai aset yang dimiliki untuk memacu pertumbuhan ekonomi 

sehingga akan meningkatkan pendapatan yang dimiliki serta dapat 

mensejahterakan masyarakat di Provinsi Banten.  

PendapatannAsli Daerahhmemiliki peranuuntuk meningkatkan Kinerjaa 

KeuangannPemerintah Daerah di Provinsi Banten. Dari hasil pengamatan 
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Pendapatan Asli Daerah mampu mempengaruhi secara positif Dana 

Perimbangan atau dengan kata lain mampu memoderasi Dana Perimbangan 

di Provinsi Banten. Apabila kebutuhan pembiayaan daerahnya telah 

tercukupi oleh Pendapatan Asli Daerahnya maka kebutuan akan Dana 

Perimbangan melemah sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat 

semakin menurun dan berimplikasi kepada meningkatnya Kinerja Keuangan 

Pemerintah Provinsi Banten. Namun pada penelitian ini Pendapatan Asli 

Daerah tidak mampu memoderasi Ukuran Pemerintah Daerah yang diukur 

oleh nilai aset yang dimiliki, dikarenakan besarnya Pendapatan Asli Daerah 

yang dimiliki oleh Provinsi Banten 2012-2018 salah satu faktor yang 

membuat hasil tersebut tidak berpengaruh dikarenakan besarnya Pendapatan 

Asli Daerah yang dimiliki Provinsi Banten 2012-2018 belum mampu untuk 

mempengaruhi hubungan antaraaUkuran PemerintahhDaerahtterhadap 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Seharusnya pemerintah Provinsi 

Banten mampu untuk mengelola besarnya aset yang dimiliki sehingga 

menimbulkan pertumbuhan ekonomi lewattPendapatan Asli Daerah, apabila 

nilai pPendapatan Asli Daerahhyang dimiliki besar maka akan 

mempengaruhi hubungan antara Ukuran Pemerintah DaerahTterhadap 

KinerjaUKeuanganUPemerintahUDaerah., sehingga dapat disimpulkan 

PendapatanFAsliFDaerah tidak memoderasi hubungan UkuranDPemerintah 

Daerah terhadapGKinerjaGKeuanganSPemerintah Daerah Provinsi Banten 

2012-2018.   
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C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam proses penelitiannini tentunya memilikikketerbatasan, adapun 

keterbatasanndari penelitiaiini adalah sebagai berikut: 

1. Keterbatasan jumlahssampel, dikarenakan hanya ada 8 kota maupun 

kabupaten di Provinsi Banten maka peneliti harus menambah jumlah sampel 

lewat tahun sehingga penelitian ini mengambil tahun anggaran dari 2012 

sampai 2018.   

2. Keterbatasan Variabel, variabelyyang digunakannpada penelitian ini adalah 

Dana Perimbanganndan UkurannPemerintahdDaerah serta PendapatanzAsli 

Daerah. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi sebesar 52.20%, sisanya 

sebesar 47,80% dijelaskanzoleh variabelxlain yangxtidak digunakanxdalam 

penelitianxini. 

D. Rekomendasi Bagi PenelitianxSelanjutnya 

Adapun rekomendasi yang ingin peneliti sampaikan bagizpenelitizselanjutnya 

adalahzsebagaizberikut: 

1. Penelitizselanjutnya harus mempertimbangkan pemilihan popolasi serta 

jumlah sampel, sehingga nantinya tahun yang akan dijadikan penelitian 

memiliki rentang tahun yang kecil agar tidak sulit untuk mendapatkan data. 

Contohnya populasi yang lebih luas seperti DKIzJakarta, JawazBarat, Jawaz 

Timurzbahkan negara Indonesia sekalipun bisa untuk dijadikan  penelitian. 
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2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabelxlainxdiluar dari variabelx 

yangxdigunakan pada penelitian inixagarzlebih mengetahui variabel-variabel 

yangp berpengaruhp terhadapp kinerjap keuanganp pemerintahz daerah 

contohnya seperti variabel BelanjaxModal, SILPA, danxlain lain variabel 

yangwmempengaruhi wKinerja wKeuangan wPemerintah wDaerah 


